BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Aspek
Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Pengurangan Sampah Rumah Tangga
di Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:

1. Bentuk dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Panggungharjo dalam
Pengurangan Sampah Rumah Tangga
Bentuk partisipasi masyarakat Desa Panggungharjo dalam
pengurangan sampah rumah tangga telah sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019.
Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui pemilahan sampah dari
rumah tangga, keikutsertaan dalam bank sampah, pemanfaatan layanan

pengelolaan sampah KUPAS yang dikelola oleh BUMDes Panggung
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Lestari, serta pengelolaan mandiri sampah organik. Keberadaan 46 bank
sampah aktif yang tersebar di 14 padukuhan menunjukkan bahwa secara
struktural telah tersedia ruang partisipasi masyarakat yang relatif merata
di seluruh wilayah desa.

Ditinjau dari tingkat keterlibatannya, partisipasi masyarakat berada
pada kategori sedang hingga aktif, namun belum sepenuhnya merata.
Sebagian masyarakat telah menunjukkan partisipasi aktif dan
berkelanjutan, khususnya warga yang konsisten memilah sampah, aktif
dalam bank sampah, serta memanfaatkan layanan KUPAS dan program
tabungan emas. Namun demikian, masih terdapat kelompok masyarakat
dengan partisipasi sedang dan pasif, yang keterlibatannya cenderung
fluktuatif. Dengan demikian, tingkat partisipasi masyarakat di Desa
Panggungharjo dapat disimpulkan berada pada tahap transisi menuju
partisipasi aktif yang berkelanjutan, sejalan dengan asas partisipasi
masyarakat serta asas kelestarian dan keberlanjutan dalam hukum
lingkungan hidup.

. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Aspek
Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Pengurangan Sampah Rumah
Tangga di Desa Panggungharjo

Faktor pendukung dalam pelaksanaan aspek hukum partisipasi
masyarakat antara lain adanya dasar hukum yang jelas dan berlapis,
mulai dari tingkat nasional hingga daerah, kelembagaan pengelolaan

sampah yang kuat melalui BUMDes Panggung Lestari, layanan
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KUPAS, serta pendampingan dan edukasi pemerintah desa kepada
masyarakat dan jaringan bank sampah yang tersebar di seluruh
padukuhan. Selain itu, insentif ekonomi berupa program tabungan emas
dari bank sampah menjadi faktor pendukung yang signifikan karena
mampu mendorong masyarakat untuk lebih konsisten dalam memilah
dan mengelola sampah rumah tangga.

Adapun faktor penghambatnya meliputi belum meratanya kesadaran
dan kepatuhan masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah,
keterbatasan pengetahuan teknis pengelolaan sampah organik, serta
ketergantungan partisipasi masyarakat pada kondisi ekonomi,
khususnya fluktuasi harga sampah di pasaran. Ketika harga sampah
menurun, partisipasi sebagian masyarakat cenderung melemah. Hal ini
menunjukkan bahwa pelaksanaan aspek hukum partisipasi masyarakat
masih memerlukan penguatan kesadaran hukum dan pembinaan
berkelanjutan agar partisipasi tidak hanya bergantung pada insentif
ekonomi, tetapi juga didorong oleh tanggung jawab hukum dan

kepedulian terhadap lingkungan hidup.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

l.

Saran bagi Pemerintah Kalurahan Panggungharjo
Pemerintah ~ Kalurahan  Panggungharjo  disarankan  untuk
memperkuat kebijakan pengelolaan sampah di tingkat desa melalui

penyusunan regulasi desa yang lebih spesifik dan operasional mengenai
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pengurangan sampah rumah tangga. Selain itu, pemerintah desa perlu
meningkatkan intensitas pendampingan dan edukasi kepada
masyarakat, terutama di wilayah yang tingkat partisipasinya masih
rendah, agar partisipasi masyarakat dapat lebih merata dan
berkelanjutan.
Saran bagi Pemerintah Kabupaten Bantul

Pemerintah Kabupaten Bantul disarankan untuk memberikan
dukungan berkelanjutan kepada desa-desa, termasuk Desa
Panggungharjo, melalui penyediaan fasilitas pendukung pengelolaan
sampah dan pedoman teknis yang lebih kontekstual. Selain itu,
pemerintah kabupaten perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah
desa agar kebijakan persampahan dapat diimplementasikan secara
konsisten dan adaptif sesuai kondisi masyarakat setempat.
Saran bagi Masyarakat Desa Panggungharjo

Masyarakat Desa Panggungharjo diharapkan dapat terus
meningkatkan kesadaran dan keterlibatan dalam pengurangan sampah
rumah tangga, baik secara individual maupun kolektif. Partisipasi aktif
masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan sampah,
sehingga diperlukan komitmen bersama untuk menjadikan pengurangan
sampah sebagai bagian dari kebiasaan hidup sehari-hari.
Saran bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih lanjut aspek

keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah,
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termasuk pengaruh faktor ekonomi dan sosial dalam jangka panjang.
Selain itu, penelitian komparatif dengan desa lain dapat dilakukan untuk
memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai efektivitas kebijakan

pengurangan sampah berbasis partisipasi masyarakat.
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